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This study examines the correlation between
corporate governance and voluntary disclosure of
information. The sample used was companies that
conducted an IPO on the Indonesia Stock Exchange in
2018. Using purposive sampling technique, 129 data
were obtained. The analytical tool used was multiple
regression analysis with SPSS version 25. The study
found that the number of board of directors influenced
voluntary disclosure of information, while foreign
ownership, institutional ownership, management
ownership, public share ownership, independent
commissioners, and audit committees were not found

to influence voluntary disclosure.
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1. PENDAHULUAN

Laporan tahunan memiliki peranan penting sebagai sarana yang vital untuk mengomunikasikan informasi
mengenai kondisi perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, terutama para investor. Oleh karena itu,
laporan tahunan harus mengandung informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan berdasarkan fakta.
Hal ini sangat penting bagi para investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan [1]. Mengingat
bahwa jumlah investor di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020,
peningkatan tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas informasi mengenai kondisi
perusahaan yang disampaikan dalam laporan tahunan [2]

Kurangnya transparansi dan adanya manipulasi data keuangan dalam penyampaian informasi sering kali
menjadi permasalahan dalam laporan perusahaan. Manipulasi tersebut bisa terjadi karena adanya tata kelola
perusahaan yang tidak baik [1]. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat memberikan kesempatan bagi
dewan direksi dan komisaris untuk mengambil keuntungan pribadi. Untuk mengurangi risiko tersebut,
diperlukan penyajian informasi tambahan dalam laporan perusahaan [3].

Informasi tambahan yang disampaikan secara sukarela dalam laporan perusahaan tidak diatur oleh aturan
khusus dan biasanya tidak ada paksaan dari institusi atau pihak berwenang. Aturan yang diwajibkan pada
setiap perusahaan hanya mengatur pengungkapan yang wajib dilakukan (mandatory disclosure), yaitu
pengungkapan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang [4], Namun, pengungkapan yang wajib saja
tidak selalu cukup dan tidak dapat memenuhi kebutuhan para investor [5]. Oleh karena itu, diperlukan
informasi tambahan yang lebih transparan, terutama mengenai strategi dan kinerja perusahaan secara
menyeluruh dalam laporan perusahaan. Pengungkapan informasi tambahan dalam laporan perusahaan
dilakukan secara sukarela dan tidak diatur oleh aturan khusus atau ditekan oleh institusi atau pihak
berwenang. Pengungkapan yang diwajibkan hanya mencakup pengungkapan yang sudah ditetapkan oleh
lembaga berwenang [4]. Namun, pengungkapan yang diwajibkan saja tidak selalu memadai dan tidak dapat
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memenuhi kebutuhan para investor [5]. Oleh karena itu, diperlukan pengungkapan informasi tambahan yang
lebih transparan mengenai strategi dan kinerja perusahaan secara komprehensif dalam laporan perusahaan.
Tata kelola yang efektif memungkinkan investor, sebagai perwakilan pemilik, untuk mengendalikan manajer
dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan.
Studi empiris yang mengaitkan GCG (Good Corporate Governance) dengan pengungkapan sukarela telah
dilakukan oleh beberapa peneliti. Menggunakan proksi kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah
[6], menggunakan Dewan Komisaris [7]; Menggunakan kepemilikan manajemen [8]; menggunakan ukuran
dewan direksi, komite audit [9]; dan menggunakan proksi komposisi dewan direksi, struktur kepemilikan,
dan ukuran perusahaan [10].

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai tata kelola perusahaan, namun hasil-hasilnya belum
konsisten terkait dengan penggunaan proksi dan temuannya. Beberapa penelitian seperti [11,12,13,14, dan
15] menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela.
Namun, penelitian lain [16,17,18,19,20,21,22, dan 23] menemukan adanya pengaruh kepemilikan
institusional terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian para peneliti sebelumnya dengan menambahkan satu
variabel independen, yaitu kepemilikan publik. Selain itu, penggunaan indikator pengungkapan sukarela
dalam penelitian ini mencakup 33 indikator.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS.
Tata kelola perusahaan merujuk pada serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, yang mempengaruhi
bagaimana perusahaan diarahkan, dikelola, atau dikendalikan [24]. Menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (1ICG), Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan metode pengelolaan
yang mempertimbangkan keuntungan jangka panjang perusahaan bagi para investor [25] Tata kelola
perusahaan melibatkan berbagai pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Dengan tata
kelola yang baik, kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan dapat diperhatikan, sehingga
dapat meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan bahwa
tata kelola yang baik terkait dengan transparansi dan perlakuan adil terhadap investor, melibatkan
kepemilikan institusi, dewan direksi, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya.
2.1. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela.
Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga.
Jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan
informasi yang lebih luas dan transparan. Selain itu, pemegang saham institusi memiliki kompetensi dan
pengalaman dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mengambil tindakan korektif terhadap keputusan
perusahaan, termasuk kebutuhan informasi pemegang saham [19; 22]. Pengungkapan informasi yang luas
akan memberikan tambahan sumber informasi bagi pemegang saham. Bukti empiris tentang hubungan antara
kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh [17;18;19], dan hasilnya
menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berdasarkan hubungan tersebut,
maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.2.Kepemilikan Asing dan Pengungkapan sukarela.

Kepemilikan asing merupakan saham yang dimiliki oleh pemegang saham orang asing, seperti telah kita
diketahui bahwa setiap negara mempunyai aturan yang budaya dan bahasa berbeda, hal ini seringkali
menyebabkan kesenjangan dalam penyampaian informasi sehingga menuntut perlunya informasi yang lebih
luas [26]. Selain itu, investor asing memandang investasi ini sebagai investasi yang lebih berisiko, untuk
mengurngi hal tersebut dibutuhkan informasi yang lebih luas, dengan informasi tersebut memungkinkan
untuk mengandalikan risiko [22]. Beberapa bukti empirik keterkaitan kepemilikan asing dengan
pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya [27; 12; 19; 22]. Berdasarkan penjelasan
tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:
H2: kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.3.Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.

Kepemilikan manajerial mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, seperti saham yang
dimiliki oleh direktur dan karyawan. Sebagai pemilik sekaligus manajer, mereka cenderung secara sukarela
mengungkapkan informasi secara terbuka dan luas untuk mendapatkan penilaian positif dari publik [22].
Dalam konteks teori agensi, kepemilikan manajerial dapat menghasilkan kesejajaran kepentingan antara
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pemilik dan manajemen karena memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial
dapat memotivasi manajer untuk menjalankan praktik manajemen perusahaan yang lebih baik [20] . Beberapa
penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan sukarela
yang dilakukan oleh [18,22]. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.4. Kepemilikan Publik dan Pengungkapan Sukarela.

Kepemilikan publik mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh investor publik, dimana pemegang
saham publik membutuhkan informasi yang komprehensif tentang perusahaan sebagai dasar bagi keputusan
investasi mereka, dan juga melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan [27]. Semakin besar
proporsi kepemilikan publik, semakin besar potensi untuk mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan
informasi yang dibutuhkan oleh investor [28]. Fenomena ini dapat mendorong peningkatan pengungkapan
sukarela oleh perusahaan. Bukti empiris mengenai hubungan antara kepemilikan publik dan pengungkapan
menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela [29,30] .
Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

2.5. Ukuran Dewan Direksi dan Pengungkapan sukarela.
Dewan direksi merupakan komponen yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan, dimana dewan ini
memainkan peran kunci dalam pengelolaan perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan direksi,
semakin beragam keahlian yang dapat dimiliki oleh dewan tersebut untuk menjalankan berbagai fungsi dalam
organisasi, termasuk menyediakan informasi kepada pemegang saham [31], termasuk keahlian dalam
menyusun laporan keuangan [32]. Bukti empiris telah menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan
direksi dengan pengungkapan sukarela [33,34]. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini
dapat diajukan sebagai berikut:
H5: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukare

2.6. Komisaris Independen dan Pengungkapan sukarela

Dewan Komisaris merupakan komponen kunci dalam tata kelola perusahaan yang berperan sebagai
pengawas dan penasehat bagi direksi dalam pengambilan keputusan. Komposisi dewan komisaris umumnya
mencerminkan representasi dari pemegang saham, serta perwakilan dari eksternal yang memiliki keahlian
sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang biasa dikenal sebagai komisaris independen. Komisaris
independen ini tidak memiliki afiliasi dengan pihak internal perusahaan [20]. Keberadaan komisaris
independen dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan
hukum, termasuk dalam pengungkapan informasi kepada investor. Selain itu, komisaris independen juga
dapat memberikan pertimbangan dan saran berdasarkan pengalaman, keahlian, dan jaringan yang dimilikinya
[5]. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat tekanan untuk meningkatkan keterbukaan
informasi kepada investor [18,35]. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini dapat diajukan sebagai
berikut:

H6: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.7. Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela

Komite audit merupakan personal yang bertugas untuk meyakinkan publik tentang objektivitas laporan
perusahaan, sehingga dapat menambah kepercayaan akan pengendalian internal yang lebih baik [22].
Kualitas laporan perusahaan ini sangat ditentukan oleh komite audit. Dengan demikian, banyak komite audit
dapat meningkatkan persepsi positif terkait dengan pengalaman dan keterampilan untuk menjamin
pengendalian yang lebih baik khususnya dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan [1]. Keberadaan
komite audit yang memahami akuntansi memungkinkan untuk menyampaikan informasi secara sukarela
karena keberadaan komite audit yang memahami akuntansi berkenaan memberikan masukan dalam
mengungkapan informasi yang lebih transparan guna mengurangi adanya asimetri informasi Penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan komite audit menunjukan adanya peran komite audit terhadap
pengungkapan sukarela [5,32]. Berdasarkan pada penjelasan tersebut diajukan hipotesis 7 sebagai berikut:

H7 = Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan enam variabel independen sebagai indikator dari tata kelola perusahaan,
vaitu: Kepemilikan Asing (FRG), Kepemilikan Institusional (1ST), Kepemilikan Manajerial (MNG),
JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN BISNIS, Vol.16, No.1, Juli 2022, pp. 216-224
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Kepemilikan Publik (PUB), Ukuran Dewan Direksi (BOARD), dan Komisaris Independen (IND), Ukuran
perusahaan (SZ) sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah
Pengungkapan Sukarela (VOL). Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang go public di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2018, dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 129 data.

3.1.Difinisi Operasional.
Tabel 11 Difinisi Operasional

No Variable Difinisi operasional Pengukuran
Pengungkapan yang dilakukan 33 scoring indeks disclosure
1 Pengungkapan Sukarela perusahaan diluar apa yang SK Bapepam No-Kep-

(VoL) diwajibkan oleh standar akuntansi  9g/BL/2006

Besarnya proporsi saham yang

Jumlah saham yang dimiliki

2 Kepemilikan Asing. (FRG) dimiliki perusahaan asing asing
3 Kepemilikan Institusional Besarnya proporsi saham yang Jumlah saham yang dimiliki
(INS) dimiliki oleh institusi asing
Proporsi jumlah saham yang
<epemilikan dimiliki Direktur, manajer, dan jumlah saham manajemen
Manajerial (MNG) eksekutif lainya Total saham
Proporsi jumlah saham yang ; i
5 Kepemilikan Publik (PUB) dimiliki publik jumlah saham publik
Total saham
Ukuran Dewan Direksi Jumlah direktur eksekutif dan
6 (BOARD) direktur non eksekutif Jumlah anggota Direksi
Komisaris Ind q Komisaris yang tidak memiliki
7 (thlnsl)sarls ndepenaden afiliasi dengan perusahaan jumlah komisaris Independen
Total saham
Komite yang terdiri dari dewan
Komite Audit direksi_yang memiliki tugas gntuk Jumlah Anggota Komite Audit
8 (CA) memeriksaan dan mengawasi

manajemen

Besarnya nilai aset yang dimiliki

9 Ukuran Perusahaan (S2) perusahaan Ln aset

3.2 Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diformilasikan sebagai berikut:

VOL = g + B1IST + o FRG + B3 MNG + 4 PUB + f5BOARD + g IND+ f7CA + + fgSZ + e

Keterangan :

Bo = Konstanta

B1; B2 ; B3;Ba; Bs; Bs; Br; Bs = Koefisien regresi

Vol = Variabel Dependen

IST; FRG; MNG; PUB; BOARD; IND; CA= Variabel Independen
SZ = Variabel Kontrol

4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berikut ini adalah Statistik deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi
nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standart deviasi. Tabel Il di bawah dapat diketahui bahwa Variabel
INS, FRG, MNG, dan PUB memiliki nilai minimum 0,00 artinya bahwa tidak semua perusahaan yang
menjadi sample dalam penelitian ini memiliki saham Institusi, kepemilikan saham asing, dan kempemilikan
manajemen. Variabel MNG memiliki Nilai standart deviasi > mean, ini mengindikasikan bahwa data
kepemilikan saham manajemen memeliki sebaran yang paling tinggi
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Tabel 11
Statistik Deskreptif

Variable N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
INS 129 0,00 0,94 0,5622 0,27946
FRG 129 0,00 0,44 0,0609 0,10331
MNG 129 0,00 0,70 0,1185 0,19807
PUB 129 0,00 0,63 0,2319 0,14594
BOARD 129 2 10 3,60 1,492
IND 129 0,25 0,60 0,4074 0,08672
CA 129 3 6 3,10 0,412
VOL 129 0,39 0,91 0,7091 0,09660
SZ 129 3,08 8,87 5,7781 0,89278

Sumber : data sekunder yang diolah

Tabel 111 di bawah menampilkan hasil uji regresi yang menempatkan variabel pengungkapan sukarela (VOL)
sebagai variabel dependen, dan enam variabel sebagai variabel independen, yaitu: Kepemilakn saham
Instutusi (INS), Kepemilikan saham Asing (FRG), Kepemilikan saham Manajemen (MNG), Kepemilikan
saham Publik (PUB), Ukuran Dewan Direksi (BOARD), Komite Audit (CA), dan Ukuran Perusahaan sebagai
variabel kontrol,

Tabel 111
UJI Regresi

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients
MODEL Std. Reta

B Error t Sig.

(Constant) 0,468 0,113 4,129 0,000
INS 0,071 0,064 0,205 1,104 0,272
FRG 0,167 0,101 0,179 1,651 0,101
MNG 0,066 0,079 0,134 0,824 0,411
PUB 0,042 0,085 0,064 0,498 0,619
BOARD 0,014 0,006 0,223 2,376 0,019
IND -0,028 0,102 -0,025 -0,276 0,078
CA 0,038 0,023 0,161 1,643 0,103
SZ -0,005 0,010 -0,045 -0,485 0,629

Sumber : data sekunder yang diolah

Hipotesis H1 memprediksi bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan
sukarela, berdasarkan hasil uji regresi terlihat bahwa nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan institusional
0,071 dengan niali signifikansi 0,272 > 0,05 angka ini menunjukan bahwa hepotesis ini ditolak, yang
maknaya bahwa pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi kepemilikan saham institusi. Hasil penelitian ini
mengindikasikan nahwa pemegang saham institusi lebih mengutamakan analisis kinerja keuangan
perusahaan daripada melihat informasi yang disampaikan perusahaan secara sukarela [11]. Atau dengan kata
lain Pemegang saham institusional tidak menggunakan informasi sukarela sebagai sumber informasi
dalam pengambilan keputusan [16]. Hasil pengujian hipotesis H1 ini juga memiliki makna bahwa banyak
saham institusional tidak mampu mendorong manajemen untuk membuka informasi tambahan yang
dibutuhkan pemegang saham.hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [11,
12,14].
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Hasil pengujian H2 yang memprediksi bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan
sukarela juga tidak terbukti, hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,101 > 0,05 sehingga hipotesis kedua
ditolak. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa investor asing juga lebih mengutamakan tingkat pengembalian
jangka pendek daripada informasi sukarela [15]. Temuan memiliki makna bahwa banyak investor asing pada
perusahaan tidak mampu mendorong manajemen untuk membuka informasi sukarela. Hasil penelitian ini
tidak mendukung teori keagenan yang mengemukakan bahwa kepemilikan asing akan dapat mengurangi
asimetri informasi dan mendorong perusahaan lebih transparan [19]. Hasil penelitian ini memperkuat temuan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [15, 16].

Pengujian Hipotesis H3 yang menyatakan kepemilikan manajerial ~ berpengaruh positif terhadap
pengungkapan sukarela tidak terbukti, hal ini bisa dilihat dari hasil uji yang menunjukan nilai signifikansi
0,411> 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengungkapan informasi banyak dikendalikan
oleh pemilik saham mayoritas [36]. Artinya banyak sedikitnya saham manajerial yang dimiliki tidak akan
mempengaruhi peningkatan pada pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini bisa dipahami karena
manajemen tidak begitu peduli dengan pengungkapan sukarela, karena manajemen memiliki informasi secara
keselulurahan tentang perusahaan. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh [11, 13].

Hasil pengujin Hipotesis H4 yang menyatakan Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap
pengungkapan sukarela menunjukan bahwa secara statistik tidak terbukti, hal ini bisa dilihat dari nilai
signifikansi 0,619 > 0,05. Hasil penelitian ini bisa dipahami mengingat rendahnya proporsi kepemilikan
publik sehingga tidak mampu menekan manajemen untuk mengungkapan informasi yang lebih banyak. Disisi
lain, masih banyak pemegang saham publik lebih mengutamakan analisis teknikal dalam keputusan
investasinya daripada analisis fundamental sehingga pemegang saham tidak terpengaruh dengan
pengungkapan sukarela yang diungkapkan [5]

Hipotesis H5 menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
terbukti, hal ini bisa dilihat dari hasil uji statistik nilai signifikansinya 0,019 < 0,05. Temuan ini membuktikan
bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Mengutip pernyataan
bahwa dewan direksi memiliki hubungan langsung dengan pemegang saham sehingga mempengaruhi
pengungkapan sukarela [37]. Temuan ini mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa jumlah
anggota direksi akan mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kemampuan direksi dalam
menentukan tindakan strategis yang diambil [38].Temuan ini juga mendukung konsep signalling, yang
menyatakan bahwa banyaknya dewan direksi akan meningkatkan informasi sukarela dalam laporan tahunan.
Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menemakan adanya pengaruh pada ukuran dewan
direksi

Hasil pengujian H6 yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan
sukarela, berdasarkan hasil uji statistik tidak terbukti, hal bisa dilihat dari hasil uji yang menunjukan nilai
signifikansinya lebih besar dari 5% (0,783>0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa komisaris independen
lebih fokus pada pengawasan laporan keuangan saja, dan cenderung kurang memperhatikan pada
pengungkapan informasi sukarela. Pada umumnya kehadiran komisaris independen hanya untuk memenuhi
peraturan yang diwajibkan, dan kurang mempedulikan fungsinya sehingga pemilihan komisaris independen
tidak berdasarkan kompetensinya [39]. Menurut konsep keagenan, komisaris independen sebagai pihak yang
paling ideal dalam mengawasi manajemen, dan menekan sikap oportunistik, sehingga seharusnya komisaris
independen bertanggung jawab, dan memberikan masukan kepada manajemen dalam mengungkapkan
informasi yang sesuai dengan keinginan pemegang saham [40]. Hasil temuan ini selaras dengan penelitian
sebelumnya yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela [2, 15].

Hipotesis H7 mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa hipotesis tersebut ditolak hal ini bisa dilihat dari nilai
signifikansi lebih besar dari 5% (0,103 > 0,05), dengan demikian H7 ini ditolak. Temuan ini
mengindikasikan bahwa komite audit cenderung bekerja normatif, artinya komite ini lebih fokus menjalankan
kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat
sukarela. Dengan demikian komite audit ini tidak berperan dalam meningkatkan pengungkapan sukarela
perusahaan. hasil temuan ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang tidak menemukan keterkaitan
komite audit dengan pengungkapan sukarela [16].

4 Kesimpulan.
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Berdasarkan pada pembahasan hasil pengujian statistik menunjukan bahwa keterkaitan corporate governance
dengan mengungkapan sukarela, dari tujuh variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan sukarela
hanya satu variabel yang terbukti yaitu jumlah dewan direksi, sementara itu kepemilikan asing, kepemilikan
instusi, kepemilikan manajemen, kepelikan publik, komisaris independen, dan komite audit, tidak
mempengaruhi pengungkapan sukarela. Hasil temuan ini menunjukan bahwa Kketerkaitan corporate
governance yang diproksi dengan struktur kepemilikan dan struktur komisaris sangat redah. Hasil penelitian
ini tidak mendukung teori keagenan yang secara umum menjelaskan bahwa struktur kepemilikan dan struktur
dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga tidak mendukung teori
signal yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal karena terdapat
asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal.

Keterbatasan dan Rekomendasi.

Penelitian ini hanya mampu membuktikan satu variabel yang sesuai dengan prediksi yang dinyatakan dalam
hipotesis, sedangkan enam variabel lainya hasilnya tidak sesuai dengan yang diprediksi seperti terlihat dalam
hipotesis. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan parameter atau variabel yang lain untuk
menguji faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela.
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